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PUTUSAN
Nomor 0546/Pdt.G/2019/PA.Wsp

o5 ) -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

Suparta bin La Saleng ' ; ~- Islam, pendidikan SD,

,/\)

Dalam hal ini di o, huky a:, RSl S H. & Sabri,S.H,

iggsoppeng,Kabupaten
husus yang sudah
Agama Watansoppeng
Nomor 0140/Sk BaWsp tertanggal 06 September
2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi /
Tergugat rekonvensi;
melawan
Gusty binti La Misi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanete, Kelurahan
Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten
Soppeng, sebagai Termohon konvensi / Penggugat
rekonvensi;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Watansoppeng pada_hakisitirnes dengan register perkara Nomor

yang pelaksanaan
Oktober 2015
\\ o | NLE Nomor:
i I ang dibuat dan
(r :Z ota Pare-Pare;

=

Pemohon dengan

Termohon tidakESEERNatRNTE Jai suami isteri di
karenakan dala n atas kesepakatan
masing-masing kel ara Pemohon dengan

Termohon;

3. Bahwa sejak awal rumah ta nohon dan Termohon sudah tidak
rukun dan harmonis;

4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon
disebabkan :
Pemohon dengan Termohon tidak saling menyukai dikarenakan
Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh pihak keluarga;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Oktober
2015 yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah
tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan sudah sama-sama

mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
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6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan
keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik
kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana
layaknya suami isteri dalam rumah tangga, hamun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan
sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan
Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak sesuai lagi denga juan perkawinan Oleh karena itu

Primair
1. Mengabulkan
2. Memberi izin
mengucapkan i Bl KN PP by sty binti La Misi
dihadapan sidang F
3. Membebankan biaya p€&
Subsidair :
Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon hadir sendiri di persidangan;
Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. A.
Nurjihad) tanggal 17 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Permohonan pemohon pada point 1 tersebut semuanya benar;

- Bahwa pada point 2 permohonan pemohon tidak benar yang

menyatakan bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal

bersama sebagai suami istri yang benar adalah setelah dua tahun

perkawinan antara pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah

orang tua termohon selama 1 p.dan pada waktu itu termohon lagi

hamil;

- Bahwa pada
menyatakan bahwg e 3 ohon dan termohon
sudah tidak rukug pernah rukun dan
bergaul layaknyg Lkt , A anak perempuan

yang bernamajNet \_/ an yang saat ini

- Bahwa pada\§ enar bahwa puncak
perselisihan terjadi gada awal tahun 2018
pemohon kembali ruke \ al / dan akhir tahun 2018

pemohon meninggalkan termoheREteics eadaan hamil;
- Bahwa pada point 6 permohonan pemohon benar sudah dinasehati
namun tidak berhasil;
- Bahwa pada point 7 permohonan pemohon yang menyatakan bahwa
tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
termohon dan akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian kalau
itu kehendak pemohon saya sebagai termohon akan menuntut pemohon
sebagai berikut :

Tuntutan Rekonvensi :
- Biaya persalinan di rumah sakit sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta

rupiah);
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- Biaya agigah anak sejumlah Rp.5.000.000(lima juta rupiah);

- Nafkah anak sampai umur dewasa sejumlah Rp.500.000 (lima ratus
ribu rupiah);

- Nafkah Iddah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)x 3 bulan=
Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Nafkah Mut'ah termohon menyerahkan kepada Majelis Untuk
menentukan.

- Nafkah lampau sejumlah Rp:500.000 x 11 bulan = Rp.5.500.000 (lima

secara lisan yang da
Bahwa unt : B , Pemohon telah

1.Fotokopi i : ARl Nk ¢l G Urusan Agama
Kecamatan Bacukik] : f 23.1/Pw.00/46/VI11/2017
¢ h diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan te dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
Saksi 1 Arase bin Latafa, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bera, Desa laringgi, Kecamatan
Marioriawa, Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai
berikut :
Saksi 2 Mustamin bin Mas Ali, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Welonge, Desa Laringgit,
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Kecamatan Marioriawa, Soppeng, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah

- Fotokopi Kutipan
/2
21.23.1/Pw.00/46/V 11/ ?P 0 KODLCEROLS, atas nama Pemohon
dengan Termoh \/
Kecamatan Kant@ TQ san A
Kantor Urusan /w AmafaieBa neteraiicukup, telah dicap
pos dan telah ¢ oC]
P frd
Bahwa di saWpil el telah mengajukan
saksi-saksi di muka
Saksi 1 ..., umur ...
tinggal di ..., di bawah Ket@anegen sebagai berikut :

— 4

Saksi 2 ..., umur ... tahun, agal mendikan ..., pekerjaan ..., bertempat

tinggal di ...#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon
menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat
didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon
menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi

selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI
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Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan
Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa .............. , maka Majelis
Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu,
dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan
Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara
lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa.................. ;

Bahwa berdagg 0L atas, Penggugat pada
pokoknya mohon sa dan mengadili
perkara ini agar m
Primer:

- Mengabulkg

- Bahwa.................. ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa............... ;
e Bahwa.............. ;
e Bahwa................ ;
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Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa................ ;
e Bahwa................. :
e Bahwa.................. ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti tertulis berupa:

o fotokopi .....cccccueee. , bermeteraisguku, telah dicap pos (nazegelen) dan
telah dicocokkan denganSHfjante gecek, dan diberi kode T;

Bahwa di /?‘ . i Penggugat juga telah
mengajukan saksi-s asing adalah:

1. Arase bin an keterangan yang

2. Mustamin b as % perikan keterangan

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, dan Tergugat ............... ;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:
o fotokopi ........cc... , bermeterai cuku, telah dicap pos (nazegelen) dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;
Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
1. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut;
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- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

2. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

maupun dalam rgkeA anditinjen : yang tercantum

dalam berita aceé - E gian yang tidak

Menimbang, bahwa antafesRetes ff dan Termohon telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
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sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon
mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh

dengan laki-laki lain sehingga egmohon meninggalkan Pemohon dan

lisan, Termohon

mengakui adanya JRerny sebyt sa ; jadi pisah tempat

sesuai dengan asliny B elah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebu K3 Pemohon telah menikah
dengan Termohon pada tanggae&d=CRoh ePZ015, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil,
maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober
2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Arase bin Latafa dan Mustamin bin Mas Ali, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
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memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri
oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling
bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian
para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian yang dapat diterima;

- Bahwa pelfef ! I ukai dikarenakan
pemohon deng \ aksellarga,pisah tempat
3 tahun,pemohon
dan termohon telg S A T Ak gs dan kewajibannya
sebagai suami istri.

- Bahwa Pemohon kete gt untuk bercerai dengan
Termohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal
yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk
kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan
Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan vyaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
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keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan
istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-
masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan
hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang
perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-

Qur'an surat al-Bagarah ayat mempunyai nilai-nilai normatif

255 Ols

memberikan kemsa als (W snalijun kondisi rumah

tangga Pemohon @ me gaima gbut di atas bukan

memberikan penderita@ Tph A Termohon, karena itu

perceraian patut menjadiJe e 0al / mah tanggatersebut

tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang
salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (....) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (....) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-
tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah
memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan

Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut,
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Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk
memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut’ah) kepada Termohon
yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini
sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim
memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam
al-Qur'an Surat al-Bagarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif

menurut peraturan perundang-unda ang berlaku, yang berbunyl

DALAM REKON

Menimbang#ha jg0dat tela g igligatan rekonpensi

konpensi, maka '$8s | lgatan Penggugat

mengenai hal-hal yang AN Jic " dipertimbangkan pula
dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok™g@@atan Penggugat adalah Penggugat
menuntut kepada Tergugat untuk ............... ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat
menyatakan ................ ;

Menimbang, bahwa ................ :

Menimbang, bahwa ................ ;

Menimbang, bahwa ................ ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
DALAM KONVENSI
- Mengabulkan permohonan._Pemghon konvensi;
- Memberi izin kepad /@ i. Rahmat Sattar, S.T. bin
Sattar, untuk menjaf ?’ e

ﬁ: \/ atan Rekonvensi

DALAM REKONV &
|

UG

biaya perkara sejum[a§ - gtus enam puluh satu ribu
rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Majene pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal
Hijriah oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K,
S.H., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.Hl., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh kuasa pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Drs M.Yunus K, S.H., M.H. Drs. Andi. Zainuddin

Abd. Jamil Salam, S.HI.
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

Pendaftaran
ATK Perkara
Panggilan
Redaksi

Meterai

Jumlah

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.
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